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BUPATI SUBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan
Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan
keberhasilan  pelaksanaan tugas masing-masing
perangkat daerah ;

. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana

tersebut pada huruf “ a” di atas, perlu diretapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 2C Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor Q@ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonestia 53679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor !14, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer S887);

€. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Psmbentukan
dan Klasifkasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tenis
Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tanur 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangiat
Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIXAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati imi1 yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;

Pemenntah Daerah adalah Kepala Daecrah beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain scbaga: Badan
Eksekutif Daerah ;

3. Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas

Desentralisas: ;
4. Bupau adalah Bupat Subang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selamjumva
disebut  DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Subang ;

6. Uinas adalah Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan
Kabupaten Subang .
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PEMBENTUKAN
Panal 2

(1) Dengan Peraturan Bupst ini, dibentuk Unit Pelsrssns
Teknis Daerah (UPTD, Setuan Pendidiken Formel daen
Satuan Pendidikan Non  Pormal |

(2) Satuan Pendidikan Pormal sebegalinane dunske.d syst
(1) rerdint dari

I Betuan  Vendidikan Formel Sekulsh WVaneogsh
Pertama Negeri (SMPN),

4. Batuan Pendidikan Pormal Bekolah Dassr Degen
(BSDN);

3. Satuan Pendidikan VFormal Taman Kanak Kansk
Negeri ([TK Negeri).

(3) Sutuan Pendidikan Non Formal sebagalmans densksud
pada ayat (1) terdin dan ;

Sutuan Pendidikan Non Formal Sekolah Bon Pormal
Negerni

(4) Nama Satuan Pendidikan Pormal dan Non Yormal pada
Dines Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Suusng
tercantum dalam Lampiran |, merupakan egen yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN PUNGSE
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendid kan Son
Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah
Aipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
Inﬂnnumu\nh kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudaysan Kabupaten Subang



(2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang
diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal mempunyai tugas rokok melaksanakan sebagian
tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan

Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala
Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;

2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasioanal bidang
pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan  Organisasi Satuan Pendidikan Formal,
terdiri atas;

A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN), membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan:
c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan
Prasarana;
d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas:
3. Pengelola Ketatausahaan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Neger
(SDN), membawabh :

L. Kepala Sekolah,
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak
Negeri (TK Negeri), membawah :
1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Relompok Jabatan Fungsional.

Kepa.lg Satuan Pendidikan merupakan Jjabatan
fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala
Pe.nlgelola Ketatausahaan merupakan jabatan non
eselon

Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak -
Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas
tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan
merupakan jabatan non eselon.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal,
sebagaimana tercantum dalam lampiran (i, ill dan IV
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal,
terdiri atas :

Satuan Pendidikan Nonformal Sangar Kegiatan Belajar
Sekolah Nonformal Negeri, membawabhi :
1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan
Kesetaraan dan Keaksaraan;
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan
Pelatihan.

3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :

a. Urusan Administrasi Kurikulum,;

b. Urusan Peserta Didik;

Urusan Kepegawaian;

Urusan Keuangan;

Urusan Sarana dan Prasarana;
Urusan Hubungan Masyarakat;

g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Satuan Pendidikan
Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah
Nonformal Negeri Kabupaten Subang merupakan
jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas
tambahan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kepala Urusan Tata Usaha
merupakan jabatan non-eselon.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan
Nonformal, sebagaimana tercantum dalam lampiran
V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

(1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non
Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing
maupun antar Kkesatuan organisasi di lmmgkungan
Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
Jawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkaia.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran
chndapatau Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja
Dacrah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belana
Daerah (APBD) Kabupaten Subang.



BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan
Formal dan Satuan Pendidikan Non Forma! sebagamana
dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanut oleh
Bupati dan citetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal
dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan
dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan
kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Psrundang-
undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Perundang-undangan sebelumnya  yang

Dertentangan dengan Peraturan Bupau ini. dinyvatakan
dicabut dan tidak berlaku lag:

Pasal 14
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintankan
pengundangan Peraturan Bupau i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan d: Subang
‘pa > J.

di Subang

yal 29 Januari 2015

v M.
ladya (IV/d)
114 1985031 009
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LAMPIRAN | . PERATURAN BUPATI BUBAKG

NOMOR ¢ 16 TAHUN 2018

TANGOAL : 29 JANUARI 2018

PERIHAL . PEMBENTUKAN DAN BSUSUNAN
OROANIBABI  UNIT PELAKBANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN S8UBANG

. SATUAN PENDIDIKAN PORMAL
A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

SMP NEOERI 1 BWONG

1

2 SMP NEGERI 2 BINONG

3 _SMP NEGERI 1 BLANAKAN

4 SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG
S  SMP NEGERI 3 BLANAKAN
6
7
8

SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN Blanakan

7 | SMP NEGERI 1 CIASEM | Ciasem
_____ ISMPNEGERI2CIASEM | Ciasem
9 | SMP NEGER! 3 CIASEM Ciasem |

10 | SMP NEGERI 4 CIASEM Ciasem |

11 | SMP NEGERI 1 CIATER | Ciater |

12 | SMP NEGERI 1 CIBOGO } __ Cibogo 4
13 | SMP NEGERI 2 CIBOGO Cibogo |

_14 | SMP NEGERI | CLJAMBE Cijambe ]

15 | SMP NECERI 2 CIJAMBE Cijambe |

16_| SMP NEGERI 1 CIKAUM Cikaum

17 _| SMP NEGERI 2 CIKAUM . Cikaum B
__18 | SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY Cipeundeuy
ml_‘J_’_SM P NEGERI 2 CIPEUNDEUY , ﬁ(:mggmigul_
20 | SMP NEGERI! 3 CIPEUNDEUY Cipeundeuy

2] | 8MP NZGER] SATU ATAP KARYA UTAMA _ Cipeundeuy

" 22 | SMP NEGERI | CIPUNAGARA _ Cipunagara

2%  SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA __ Cipunagara |
4% _SBMP NEGERI 3 CIPUNAGARA | Cipunagara

25 | 8MP NEGERI 1 CISALAK Cisalak |
26 BMP NEGERI 2 CISALAK a Cisalak -

27 8MP NEGEKI | COMPRENG (Compreng |

28 SMP NEGEK] 2 COMPRENG Compreng
_29__SMP NZGERI | DAWUAN S
.30 | BMP NEGERI 2 DAWUAN Dawuan |




290  SD NEGERI JATIMULYA COMPRENG Compreng
291 SD NEGERI JATIREJA | Compren.g
| 292 | SD NEGERI KALENSARI  Compreng .
293 | SD NEGERI KIARAPAYUNG Compren ‘
294 | SD NEGERI KIARASARI Compreng |
295 | SD NEGERI LAMARANSARI | Compreng |
296 SD NEGERI MEKARJAYA "Compreng |
297  SD NEGERI MEKARSARI COMPRENG | Compreng
| 298  SD NEGERI MOCH HATTA | Compreng
| 299  SD NEGERI MULYASARI COMPRENG Compreng
| 300 | SD NEGERI PATMAWATI Compreng
201  SD NEGERI PROXLAMASI Compreng |
' 302 | SD NEGERI PURNAWARMAN Compreng
303 | SD NEGERI SUKAJAYA COMPRENG | Compreng |
304 | SD NEGER! SUKARESMI | Compreng
305 | SD NEGERI SUKASENENG | Compreng |
' 306 | SD NEGERI SUKATANI | Compreng i'
' 307 | SD NEGERI SUKAWERA | Compreng |
' 308 | SD NEGERI SULTAN AGUNG Compreng
' 309 | SD NEGERI TALAGA MULYA | Compreng
| 310 | SD NEGERI TANJUNG SALEP | Compreng
311 | SD NEGERI TARUMANAGARA | Compreng
312 | SD NEGERI TARUNAJAYA ' Compreng
' 313 | SD NEGERI ANGLINGDARMA Dawuan |
314 | SD NEGERI BATUSARI Dawuan N
' 315 | SD NEGERI BUAHDUA | Dawuan |
| 316 | SD NEGERI CIHERANG ' Dawuan |
| 317 SD NEGERI CISAMPIH 1 e Dawuan |
318  SD NEGERI CIWIRU ' Dawuan W
319 | SD NEGERI DAWUAN I Dawuan
| 320 | SD NEGERI DAWUAN IT Dawuan
321  SD NEGERI HEGARMANAH DAWUAN Dawuan
' 322 SD NEGERI HEGARSARI Dawuan |
' 323 | SD NEGERI JAMBELAER Dawuan 1
324 SD NEGERI KARANG TENGAH Dawuan
325  SD NEGER! MANYETI ] Dawuan
326  SD NEGERI MANYETI 1I Dawuan
327  SD NEGERI PUNCAK _ ' Dawuan
328 | SD NEGERI RAWALELE Dawuan
329 SD. NEGERI SINDANGCAL  Dawuan __
330 8D NEGERI SUKAGALIH _Dawuan il
' 331  SD NEGERI SUKAHURIP ' Dawuan
332 SD NEGERI SUKAJAYA DAWUAN Dawuan_
"333 | 8D ww(,g'm SUKAMANAH DAWUAN Dawuan ]
334  SD NEGERI SUKASARI | DAWUAN | Dawuan
' ' 335 | SD ) NF’(‘ NEGERI SUKASARIIT ! Dawuan |
336 8D NEGERI WAN(.:UNREJA £ | Dawuan ]
| 337 an SETIABUDI 1 | Dawuan |
338 | D NEGERI BUNIHAYUT ~ Jalancagak




